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ARSTEAK

Penelitian ini berangkat dari keinginan untuk mempelajari dan mendesknpsikan
beberapa perianyaan yang terkait dengan fenomena struktur perkotaan dan implikasinya
pada masyarakal, Pertama, bagaimana prioritas kebijakan pembangunan perkotaan di
Kota Padang Kedus, bagaimana bentuk kebijaken pemeriniah kola berkaitan dengan
perubahan struktur perkotaan tersebut. Kenpa, bagaimana pula respon masyarakal
terhadap kebijakan tersebut.

Untuk memberikan kejelasan dalam menganalisa penanyasn di atas, maka penelitian i
menggunakan  pendekatan  kualitatil dengan  teknik deskripif  eksploraul  Data
dikumpolkan melalui beberapa cara yaiu wawancars mendalam, observast dan
dokumentasi.

Dalam Penelitian ini ditemukan bahwa tidak adanya keterlibatan masyarakat dalam
perencanaan pengembangan perkotaan adakalanya merugikan masvarakat terulama
terkait denpan ganti rugi tanah dan kepemilikan lahan baik itw yang bersifat personal
ataupun komunal. Seringnya elite pemerintahan bertindak mampulatif dan koersif
dengan memanfaal keuntungan informas) tentang rencana pengembangan kota yang
mereka miliki untuk mengusat tanah masvarakat,

Dari isi kebijakan vang dikelvackan oleh Pemenntzh Kot Padang fetnh bersifal
repafative kettmbang substantif khususnya yang berkait dengan pengembangan sekior
perumahan dan industri. Kebijakan yang dikeluarkan sama sekali tidak menyentuh nilar
intrumen dan aspek perubahan struktur perkotazn kecuali nilar instrinsik penpembangan
kota itu sendin, 1ni dapat dilthat dari gejala yang terjads sepertt kasus terminal aie pacals
dan kasus kepemilikan lahan pertambangan bagi industri semen di Indarung, lika i
terus dibiarkan tanpa ada pengaturan lebih lanjut dasi pemerintah kota, maka yang akan
terjadi adalah kemunduran dalam pembangunan di kota i

Fev wards: Kebijakon perkotaan, perubulian sosial polik, strenkinr ke



. PENDAHULUAN

Perkembangan  suate  daerah  dipengaruhi  oleh  proses pembangunan  yang
memunculkan perubahan strukoer perkotaan. Implikasi pervbahan struktue perkotaan
terschut akan melahirkan masalah sosial pada masvarakatnya (Gilbert and Gugler, 1996)
Dalam kenvataannya, kompleksitas permasalahan tersebut menyebabkan pemcrintahan
urhan kesulitan dalam menangani permasalahan dalam masyarakamya. Indikasi kesulitan
terschut ditunjukan aleh, pertama, menyangkul keterlibatan dalam memecahkan masalah
di antaranve formulasi kebijakan, mobilisasi sumberdava serta implementas) program
dengan  maksud memperbaiki keadaan, Aedwo, kemampuan mengantisipasi kenflik,
terutama yang berkaitan denpan wpaya mengendalikan kelangkaan sumber daya dan
peluang bam masvarakat{ Keating 1991:36}

Penelitian tentang masalah-masalah perkotaan bukanlah sesuatu yang baru, Paia
ahli telah  menjelaskan banyak hal khususnva yang berkaitan dengan  fenomena
kepemerintaban wurban dan pembangunan, Misalnva tentang studi histonis perkotaan, riset
demografi, telaaban terhadap stratifikasi sosial, studi tentang migrasi, riset morfologl dan
peografi yakni perkembangan dan struktur dari beberapa kota, perkembangan dan distebusi
kota dalam sistem dan tipe kota tertentu, studi tentang perencanaan wilayah kota dan riset-
riset lainnya Dari kajian-kajian tersebur masth saja terlewatkan hal-hal yang berkaitan
dengan politik perkotaan {rrban Politic) Selama int yang dilihat hanya pada sisi vaitu
bagaimana formulasi kebijakan dari pemerintah urban, misalnva dalam menangani masalah
kemiskinan kota, pemukiman kumuh, kebijakan tentang urbanizasi dan scterusnyva Padabal
dalam kenyataannva ada sisi lain yang barus mendapat perhatiam scperti tumbulnva
kesadaran partisipasi massa dalam menpatast permasalaban yang mereka hadapi. penlaku
massa menerima dan menetang kehijakan atau munculnya kerosuhan sosial di masvarakal
urban yang berkaitan dengan proses pembangunan perkotaan,

Prases tumbuhnya kesadaran dan munculnva partisipast massa di perkotaan adalab
suaty gejala vang menarik. Kaum miskin perkotaan udak terlalu berharap banvik pada
pemerintah vanpe pada kenyataannya memang tidak berpihak pada mercka Bag penganut
teori Marx, sesungguhnya dan fenomena 1tu yang terjadi adalah munculnya konflik kelas,
vaitu kelas pemilik modal yang ditopang aleh negara dalam hal ini pemerntah kota dengan
kelas masvarakat bawah. Konflik kelas ini merupakan akibat langsung beroperasinya cara
produkst kapitalis; hentuk perkotaan, persoalan perkotaan, pemenntahan dan ideolegt kota
dass hanva dapat dipshami dalam konteks dinamika sistem kapitalis. [ Castells. 1977a)

Pada kenyvatsannya bahwa proses pembangunan di daerah wrban pada dasarnyva
adalah cerminan  imerakst dominatif dan sekelompok mdradu yang duduk di lingkaran
kekuasaan atas masvarakat awam. Melahy kedudukan mereka terjadi distorsi alokas:
sumber daya demi kepentingan kelompok tersebut (Lipton, 1977) Fenomena vang muncul
rersebut dapat dijelaskan denpan melihal aspek ekonomu polink dunana terdapat variahel
determinan sepertt  milar, kepentingan dan kekuasaan, Dan o jelas, pertumbuhan dan
perkembanpan daerah urban tak lepas dari variabel tersebut, Varabel mlai menyvangkut apa
sumberdava (nilai) yang dialokasiken. Varabel kepentingan berkawan pada siapa yang
berktepentingan  mendisteibusikan nilar dan kepada  siapa, serta wvariabel kekvasaan
menyangkut legitimasi apa yang dimiiki untuk mendisribusikan nilai-nilai tersebut.

Pertumbuban kota primas di dunia membawa dampak terhadap  kehidupan
masyarakal wurban, Perumbuhan kota tersebut sudah jelas menpubah stuktur kota.



Perubahan struktur ketz divakini banyak ahli perketaan adalall akibat dari pengaruth
kapitalisasi vang melanda setiap negara. Artinya, kapitalisme vang melanda setiap negara
telah menyeret kota-kota di negara lain ke dalam pola jaringan kapitalisme internasional
melalw jaringan keta internasionalnva. Dengan demikian, keta, dalam hal s sebagai
hngkungan politik mdivido, yang semula memiliki hngkungan material vang sedechana dan
bahkan cenderung tradisional dengan aspek bentuk, banpunan ruang dan lingkungan
berubab menjadi kota yang kompleks dan modern. Begitu juga dengan fungsinya sebagal
pusat produkst semakin bermambah dengan implikasi munculnya sektor informal. Kota jupa
mengalami perobahan krusial dari aspek komunitas sosial. Yaitu perubahan vang
berlangsung dalam kerangka sistemik dari setiap proses kehidupan masyarakat perkotaan
yang meliputt ekonomi, politik, budaya, sostologis dan sebapainya. Dan akhimyva, konflik
dan konsensus menjadi moedel dalam proses pembuatan kebijakan publik di daerah
perkolaan,

Struktur kota vang merupakan salah sam baman aspek lingkunpan dan individu
akan berpengaruh pada pembentukan preferensi nilai dan  perilaku politik vang mercka
manifestasikan dalam kelsdupan sehaci-han (Greenstein, 1975:8) Perubahan  struktur
perkotaan juga akan merubah respons vang diberikan oleh pemerintah urban terhadap
tuntutan masyvarakatnyva.  Tuniulan masyvarakat urban yang semakin komplcks akibat
perubahan  swruktur  Kota, terutama  terhadap  kebutuhan  pelavanan mimimal  vang
menvangkul sandang dan pangan, memboat pemerintah urban sedikit kewalahan, Jika
pemenuban kebuluhan techadap (untulan masvarakat urban tersebut tidak terorganisir
dengan baik, un berdampak pada stabulitas kehdupan sosial di perkotaan tersebut. Oleh
karenanya, tak jarang pemenntah wban berupava menyelenggarakan pemerintahannva
dengan baik.

flal vang palng pentng daiam mehbat hobungan sruktur perkoman dengan
perubahan politik adalah pada pembentukan sikap dan tingkah laku politik masyarakal
wrban itw sendin. Struktur perkotaan vang berubah juga akan merubah preferensi nilai
masyarakatnya. Gejala ini dapat dijelaskan dengan membandingkan bagaimana perilaku
polittk masyarakat hidup di daerah rural dengan masyarakat vang hidup di daerah weban,
Jelas berbeda bagl masyarakat urban, ciri perkotaan yang identik dengan ketersediaan
layanan barang dan jasa, kecukupan informass, pertumbuhan pembangunan ekonomi yvang
sipmifikan serta sifal kemodernan fasilitas akan melahirkan bentuk dan cara merespons
vang berbeda dengan masvarakal vang hedup di dacrah rural. Karakteristik respons vang
dibentuk oleh lakior Lngkungan kota tadi berimplikasi pada dinamika politk & tingks
[kl

Wayaly perketaan di nepara-pegara berkembang, misalnya pada koa-kols vang
berubah menuju kota modern, menunjukan sist gelap vakni menvanpkut ketidaksanggepan
pemenntah kota  memberkan  pelavanan  lerhadap  masyarakal miskin  perkotaan.
Adakalanys,  penanganan yang didakukan pemerintah lambat dan vdak menventub akar
permasalaban, Sementara, permasalahan bare akan terus muncul mengining permasalzhan
lama dalam kehadupan kaum whan vang belum ntas ditangan oleh pemerintah, Yang
menarik adalah setiap permasalahan perkotaan lersebut gkan direspons secara berbeda eleh
pemenntah kota walaopun menyanghul permasalaban yang sama. Bepgite juga dengan
masvarakatnya., Terjadi pula perbedaan respons vang dilakukan terhadap substansi
kebijakan yang sama.
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[I. PERUMUSAN MASALAH

Beberapa pertanyaan vang diajukan dalam studi ini sangat terkait dengan kebijakan
mengenai struktur perkotaan dan perubahan politik masyarakat urban, Bagaimana prioritas
kebjjakan pembangunan perkotaan di Kota Padang? Bapaimana bentuk  kebijakan
pemerintah kota berkaitan dengan perubahan strukiur perkotaan tersebut? Bagaimana pula
respon masyarakat terhadap kebijakan tersebut?

ML TINJAUAN PUSTAKA
. Dimenst Strukiur Perkotoan Dan Peribatan Politik

struktur perkotzan adalah peristilahan yang memiliki makna yang luas, Sebab
struktur perkotaan mencakup banyak aspek seperti peoprafis, demografis, tata ruang,
kelembagaan, ekupasi masyarakat dan seterusnyva. Tak dapat dihindari balwa PENEEUNAEN
struktur perkotaan yang dimaksud bukanlah sesuatu yang statis tetapi mengarah pada
konsep vang lebib dinamis. Ini dapat dipahami bahwa dalam struktur perkotaan tersebut
terjadi interaksi antar aspek-aspek vang ada disatu sisi, juga dengan bentuk masyarakatmnya
terhadap aspek tersebut. Aspek-aspek dalam struktur perkotaan ini menjadi irgger dalam
tormulasi kebijakan publik.

Sementara perubahan politik dalam kenteks i lebih mengacu pada bagaimana
perubahan politik yang teadi. Perubahan poilitik tersebul menvanghut perumnusan dan
pembuatan kebijakan publik di perkotaan. Respons pemerintah urban dalam membuat
kebijakan publik cenderung merujuk pada kenyataan vang dikandung aleb aspek-aspek
struktur perkotaan, Misalnya aspek demografis tekait dengan bagaimana memformulasi
kebijakan untuk mengendalikan layu pertumbuban pesduduk, perumalian, pemenuhan
kebutuban mmimun dan sebagainya,

Pada awalnya kota berasal dari suatu pemukiman keeil, yang secara spastal
mempunyal lokasi stratepis bagi kegiatan perdagangan (Sandy, 1978 dalam Koestaer,
20013, Lambat laun rerjadi perkembangan sebagal akibat dari pertambalan penduduk,
perubahan sosio-ekonomi dan budavanya serta interaksinva dengan kota-kota lain dan
daerah sekitarnya

Dhnamika perkembangan keta-keta di dunia terkait erat dengan tedadinva proses
ekzpanst ekonomi akibat semakin mengakamyva kapitalisme dalam kehidupan masvaraka
mternasicnal, Kapitalisme secara udak langsung telah menpubah watak pedesaan menjadi
watak perkotaan vang modern.  Kapaitalisme dan imperalisme industri vang dimulai abad
ke-14 telab mentransformasikan  struktur-struktur perkotaan i nepara dunia ketiga,
Sebagaimans vang dikemukakan Gilbert dan Gugler (1996: 5) vang mengntip Hoselive
{1953} balvwa kota-kota modern o nepara-negara terbelakang merupakan lembaga-lembags
vang dicangkokkan, sebagamn dibentuk sebagai respons terhadap pembagian kerja sosial
vang berkembang secara murni dan sebagaian lagi sebagai respons terhadap dampak-
dampak karena integrasi nepara-negara herkembang ke dalam ckonomi dunisz

Terinleprasinva  masyarakat pedesagn di negara-negara berkembanpg ke dalam
sistem ekonomi kota-kota dunra membawa perubahan vang mendasar terhadap strukiur
duerah tersebut. Tranformasi nilai-nilai kemedernan kot yang dibawa oleh Eropa turm
merubah cin-cine persdaban masyarakat. Dampak vang paling lerasa dari perulahan



tersebut adalah terciptanya kota-kota baru dengan arsitektural vang baru pula, seria lalornya
eenerast baru dengan budaya baru,

Giejala lain dari realitas ini terletak pada tujuan pendinan kota-kota di wilayah
jajahan Bangsa Eropa. Tak disadari Bangsa Eropa menghancurkan dan mentransformasikan
peradaban-peradaban masyarakat pribumi (indigeneous people). Kom-kota vang bara
didirikan itu lebih menppambarkan struktur kekuasaan ban dan menjalankan fungs-lungsi
vang sesual dengan kepentingan banpsa penjajah (Eropa) ;

i Indonesia, kota-kota baru vang dibentuk oleh kawm penjajah * adalah cerminan
pusat dominasi kekuasaan terhadap kota-kota lamn di wilayah jajahannya. Kolonialisme di
[ndonesia secara sistematis memapankan bentuk-bentuk strukiur perkotaan dan menjadi
determinan dalam pembentukan stuktur sosial dan ckonomi yang pada  akhirnya
mempengaruhi bentuk masvarakatnya.

Lambat laun seiving dengan perubahan vang terjadi di dunia, keta-keta peninggalan
kaum penjajah tersebul menjadi pusal akuifias masyarakat pribumi. Hal inilah yang
melatarbelakangi munculnva kaum migran baru. Dar banyak kapian yang dilakukan
ternvata migrast berlangsung ke kata tersebut karena alasan, antara lain pertame, prospek
ekonomi perkotaan yang menarik mereka untuk pindah ke kota, Kedua, disparitas wilavah
dimana dacrah kota memiliki ketersediaan lavanan publik ketimbang di desa.

Fenomena tmigrasi ke perkotaan merubah perwsjahan dan karakter suatu keta.
Ketersediaan lapangan kerja yang terhatas bagi kaum migran, pemukiman yang tidak layak,
serta bermunculan pula pekerjzan sektor informal menjadi potret baru fenomena perkotaan
pasca kolonialisme (Gibert and  Gugler, ifid, 1%596: 81-104) Tak terkecwali i Indonesia,
fenomena pertumbuhan dan perkembangan ko di suatu daerah sangat dipengarubn oleh
oola madernisast vang dilakuken kolonal Belanda. Seperti kota-kota vang menjadi ibukata
propinst atau kotakabupaten saat mi,

Di Indonesia, khususnva setelah diundanpkan Undang-undang (UU) Mo 22 Tahun
1999 tentang Pemerintahan Daerah, menvebabkan cksistensi kota dan kota kabupaten
menjadi signifikan dalam sistem kepolitikan lokal  Desentrahsasi politk, fiskal. dan
scminisirasi menghadirkan dinamika politik vang cukup mitens antara masvarakat dengan
pemerintal lokal. Secara teor, gejala ini dipengaruhi oleh perkembangan hubungan zntara
pemerintal pusat dan pemerintab daerah (lokal) yang menjadikan daerah sebagai basis
pendidikan kewarganegaraan {covie ediicaitanh bag rakvatnya.

Proses perubaban hubungan pusat dan dacrah, berkaitan pula dengan  perubahan
aleh berlangsungayva ekspansi kapilalisme internasional yang melanda kota-kota di daerah.
Ketersediam sumber dava wvang dibutuhkan masyvarakat internasional membuat posis
daerah semakin penting dalam hubungan perdapangan luar negerd. Ine berkaitan dengan
interaksi ekspanst ekonomi seperli perubahan strukter kota pelabuban dimana terjadi proses
chspar dan o sumber dava disekitar kota tersebut - Atau perkembangan kota di dazrah
pedalaman dengan sumber dava pertanian dan perkebunannya (Koesioer etal., 2001:40-70)

' Keberngarmin ndak terbaas pada budwesbudaya jahan, o jees mengadi cin kebuasian penjajah
Sesungguhave, ekspansi Eropa ke Dumia Kelga mengaswmsibas keberagaman beniuk. Keragaman i
sehimian besar merupakan akibae keragaman Bangsa Erope vang terlibat dalam ekspansi pengajahan dan
perdaganean; gava ekspans Spanyol, Porugis Belanda, [ngens Perancs, Belma, dan [l dilarn hasyak hal
sangat berbeds



Untuk mengetahur organisas: strukioe keruangan kota perlo dipechatikan dua aspek
vaim: pola penyebaran penduduk dan pala penyebaran pembangunan kesejahteraan. Pola
penyebaran pemukiman merupakan salah satu indikas penyebaran konsentrasi penduduk,
sedangkan manusia schagai pemegang peranan penting dalam perubahan dimensi spasial
perkotaan, khususnva dalam aspek nonfisik kota, Pola penvebaran kesejahteraan secara
langsung mavpun tidak lanpsung berkaitan denpgan pembangunan ckonomi kota. Kedua
aspek mm membentuk struktur organisast kervanpan kota yang kompleks dan memben art
bam penampilan spasial wilayvah perkotaan ( Koestoer etal., (b 1-7)

sesunppuhnyva, pola penyebaran penduduk de perkotaan memiliki hubengan vang
delerminan terhadap pembentukan karakiensnk politik individunya, Christensen ([9%5:]17-
24) menegaskan babwa jumlah, kepadatan, keragaman penduoduk  sera aspek psikologi
sosial dan ekonome penduduk membentuk karakter poliik vang ditampilkannya. Variabel
i dapat dielaborasi dengan melibal pertumbuhan kota-kota, dimana penduduk kota vang
padat dan beragam memiliki masalab dalam kebijakan, persoalan politik yang lebib
kompleks dan upaya penanganan dari pemerintah vang lebih serius.

Struktur perkotaan vang berkaitan dengan cara mengorganisir keruangan (spasial)
merupakan hasil karya pemerintah kota (erban government) yvang memben “wama® dan
karakteristik keruangan fisik, sosial, ekonomi dan budaya terbadap kota vang bersanekutan.
Dran tiap-tiap kota di Indonesia memiliki e tersendiei dalam menata keruangan tersebut.
Apabila dikastkan dengan varabel politik pendouduk vang mendiami kota tersebut, maka
preferensi milal dan budaya politik penduduknya tentulah beragam. Preferensi seria budava
politik int pada akhirnya bermuara pada bagannana respons vang diberikan masvarakat,
limgkungan perkotaan dan jugs pada pemerintah kota Khususnya yvang berkaitan dengan
kebijakan perkotaan.

Pertumbuhan dan perkembangan kota di daerab-daersh skan memuncuikan koma-
kota primasi (kota utama). Primasi perkotaan banvak bermunculan di negara berkembany:
Dampak vang muncul dart pejala im adalah sebagian Besar penduduk terkonsentras: di salu
Lagian kecil wilayah negam ue. Akibatnya kegiatan ekosomi dan pendapatan udak
seimbang, Munculnya kota primasi juga menyebabkan tidak berkembangnya kota-kota lain
dan secara polits menimbulkan keresahan yang dapat mendorong sceparatisme [ Reusma
and Klempenmnyg, 1985}

Perbedaan struktur perkotaan juga menvebabkan perbedaan strukour perekonamaan.
Ekenomi masvarakat wedan yang dicinkan oleh konsentrasi atas kekayaan dan swukiur
Kelas masvarakat yang turut mempengaruhl aspek politik dan kekuvasaan, Misalnyva dalam
aspek pertanahan, [ daerah meead, fanah sa dimaliki oleh banvak petani untuk memenuii
kebutuhan subsisten, Ini berbeda dengan di daerah wrdan, dimana tanah memiliki nilal yane
sangal penting.  Dan tak jarang isu mengenal pertanahan mi menjadi “pemicu’ kegiatan
pobitk masvarakat di perkotaan.

Perkembanpan kota sangat sulit untuk dibendung.  Berlangsungnya  proses
perkembangan koda juga berpengarub pada struktur perkataan ity sendire. Selama ini, npavya
vang bisa dilakukan oleh pemerintah kota (weban governmment) khususnva di tngkat lokal
hanya sehatas pada intervensi teknis secara langsung vaile melalui sistem perencanzan dan
manajemen kota dan bukan pada aspek tindakan prevennf terhadap permasalahan vang
diperkirakan murncul.
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2 Implikasi Struktur Dan Kulter Masyavakal Urban

Kompleksitas permasalahan vang dihadapt masvarakat di perkotaan menuntut
penanganan yvang eksira dan pemerintall kota. Kesalahan dalam pengambilan kebyakan
berpengarub pada respons dan tindakan masyarakamya. Perubaban dalam perencanaan dan
mangjermen  perkotaan  berakibal pula pada terjadinva  perubahan  karakter pelitik
masyarakatnya, Secara teori, respons individu sangat dipengaruhi oleh lingkungan yang
membentuk predisposisinya yang pada akhirnya melahirkan sikap (Greenstein, 1975}
Drengran demikian, lingkungan kota vang berbeda melahirkan respon politik vang berbeda
pula,

D nepara Federal vang menpenal sistem pemilu lokal, keberadaan masvarakat di
kota menjadi determman bapi keberlangsungan politk di tingkat nasional, Begifu juga
dengan format sistem pemilunya dengan menggunakan sistem distnk, torot mempengarahi
imtensitas keaktifan masyarakat lokal dalam politik.  Namun demikian, sesungguhnyva
terdapat pula  kelemahan vang mendasar di tingkat lokal. Dimana domamn politik
masvarakatnya dibatasi oleh  masalah 1) budaya, 2) kelembagaan, dan 3) keterbatasan
ekonomi. Budava (kuloer) berkaitan dengan persoalan-persealan yang muncul berkisar pada
orientasi nilar masvarakat, tingkat militansinva dalam memberikan respon, sikap mercka
terhadap tradisi dan perubahan, pola kepemimpinan, sikap terhadap mobilisasi dan prioritas
kehijaksanaan (Widjaja, 1988 129-30) Masalah kelembagaan berhubungan erat dengan
kemampuan adinmistratif masyarakat dan orientast terbadap kebijakan pemenntah lokal
Sementara masalah ekonomi terbatas pada kekuranpgan sumber daya manusia mengelola
keberlimpahan sumber dava alam. Imi menyangkut penguasasn ilmu pengetzshuan dan
eknologl.

Karakter politik di wilayah perkotaan memiliki perbedaan yang sangar signifikan
dengan di dacrah rural. Ind terlihat dengan dominannya kompetist antar kelompok dalam
merancang agenda untuk kepentingan masmg-masing. Masing-masing kelompok berupava
mazuk dan terlibat dalam proses pengambidan keputusan di ingkungan pemerintahan kota
ataw 1kut mempengaruhi proses legislast suatu kebjjakan di parlemen kota. Dan motivas:
seperti imi tidak ditemukan di dacrah rural yang lebih menonjolkan nilai kekeluargaan.

hassa urban vang cenderung reakiif terhadap isu yang berkembang seringkal
dimantaatkan untuk  kepentingan tertentu,  Keterpurukan mereka di osi=i o ekonom,
memudahkan  kelompok  tertentu yang  anti dengan  kebijakan pemerintah  kota,
memanfzatkan tenaga dan jumlah mercka vang massif. Tuntutan yang diringl dengan
demonstrasi menolak suatu kebijakan pemerintah urban sering kali digerakan oleh pihak
tertenti,  Bahkan, dalam kondisi tertentu, misalnva menjelang pemilihan umum jumlah
merzka vang cukup banyak dimobilisasi untuk mendukung partai tertentu

Struktur ruang kota vaneg menjadi wilayah konflik muneul dar pengembangan isu
the palitical af produciion vang dilakukan oleh pemerintah kota dengan pihak pemilik
madal, weapl tdak dukutl oleh e polite of doirsbutees bagl kelompok urban marginal
(keating, 19%1) Yang cenderung rerjadi adalah politik kooptasi dan pemerintah kota dalam
mengatur dan mengontrol kelompok urban margimal dari segl perumahan, pekerjaan dan
sebagainva. Tak jarang mereka dijatuli sanksi akibat pelangearan yvang semata-mata hanya
imink memenuhi keboatuhan adop i kota



Gambar 1; Model hubungan smuktur perkotaan dengan perubahan pelitik masyarekat urban
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IV. TULITJAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujnan:

Mengidentifikasi dan mendiskripsikan priontas kebijakan pemerintzh urban
mengenal perkotaan di Padang.

Memetakan dan menemukenali permasalahan yvang dinmbulkan olch perubahan
struktur perkotazn di Padang

Mempelajari hubungan aspek struknur perkotaan dengan aspek perubahan
palitik di daerah urban serta respons masyarakat terhadap perebaban palitk
fersebul.

Menganalisa implikasi ekonomi dan pohtik akibat perubaban struktur perkotaan
dan model kebijakan pemerintah urban

V. KONTRIBLUSI PENELITIAN

Hasil penelittan i dibarapkan berguna bagn

o

Menghasilkan bentuk konsep dan teon bam dalam memahami fenomens
pembangunan ekonomi, sestal dan budaya di ongkat lokal dan hubungannya
denpan dinamika politk urban di tingkat lokal.

. Menghasilkan bentuk pemetzan terhadap respons yvang diberikan masyaraksa

urban yanp berkaitan dengan struktor perkotaan dan perubahan politk yvang
berlangsung di tingkat lokal.



VI. METODE PENELITIAN

. Pendekatan
Penclitian i mengmmakan analisis kualitanf khusesnya kajuan fenomenclog),
Fenomenolog memilikn kekuoatan untuk mengadakan interpreiive praciice terhadap
berbagai  hubungan  manwsia  dan masyvarakatnva, memibki  fungst  untuk
menzadakan penjelasan terminelogi brdang pemermtahan.

b.  Lokast Penelitian
Penclitian ini dilakukan di Kota Padang. Pengambilan lokasi mm didasarkan pada
pertimbangan 1 1Rota Padang sebapgan ibukota Propingt Sumalera Bacal memiliki
tingkat perumbuhan ckonemi dan laju perfumbuban penduduk vang cukup tnggl
dibanding kota-kota lainnya. 2) Dengan luas wilayah 694,96 Km dengan jumlah
penduduk 720,783 jrwa (Sumbar Dalam Angka 2001) akan terjadi perubahan
strukiur kola vang berimplikas: pada model kebijakan pemerintaban wrban dan
perubabian polink masyarakatoya.

o, Penpumpulan Data
Data-data yang dikumpulkan dilakvkan dengan mengeunakan (1) mersds
dokumentasi untuk memperoleh data sekunder. Yaitu data yang berkaitan dengan
sejarah herdin dan peckembangan kota, serta data perkembangan masyarakat di
daerah tersebut; (2) wowmncara mendalom  (indepth interview). Metode ni
digunakan untuk memperaleh data primer melalw wawancara berstruktur vang
dilakukan kepada responden dalam penelitian ini (3) Observast sebagar sebual
srategl untuk mengungkap “deep msight” informan yang diamati sebagar model
dizgnosis untuk melthat bagaimana respons  masvarakal techadap  kebijakan
pemerintah urban.

d. [nforman Penelitian
[nforman penelitan i adalah slakeheodders vaito terdin dan pemernntah kota,
masyarakat, dan pihak swasta. Informan dan pemerintah kota dan pihak swasia
dipilih dengan mengpunakan tekmbk  soowhall sampfing. Sementara informan
masvarakat ditctapkan secara merposive sampdone vaitu tokoh informal masyarakar

e, Analsa Data
Data vang terkumpul di analisis dengan menggunakan metode deskoplif-anazlitis
Penelitt menuturkan dan menafsirkan data tentang suat hubungan, akuiias, dan
kecenderungan vang tampak di lapangan. Pada akhirnva seluroh data yvang telah &
dapat dianalizis melalol interpretasi emik dan enk. Dalam penenlitian kualianl
atformasi enuk (pandangan inferman) dan informasi etk (pandangan penelin} tulak
dapat dimizabkan, Keduoa informasi ini tidak dapat hanyva ditalsickan menurut
metode teors, leknik dan pandangan peneliti sendin tetapi juga diserial dengan
penerunaan metode riangulasi.



VIL JADWAL PELAKSANAAN

i Kegiatan _ ~ Bulan
' I | 2 |3 Ta5]6
Persiapan ;:-r:nr:]ma.n Eiajlﬂn pustaki X
Survey Dan Penyusunan Daftar Pertenyazn X |
Penpumpulan date lapangan | X X | X
Analisis dats lapangan | | X
| Seminar khusus hasil analisa . i { X
| Perbaikan/ Penpetikan draft laporan akhir ) J X N
Ft:nEunsq__JEEpr_::i_n_._ikhlr . | X
VI PERSONALIA PENELITIAN
NO ' NAMAPERSONALIA JABATAN
1 [ Kusdarini, SIP (132298930) | Ketua Peneliti
2 | Asrinaldi, SIP, M.Si {132 282 153) Angota
3| Ade Jumiart (99 193 021 Mhs) ! Anppota .
4 | Bustanuddin Apus ( 130 889 974) | Pemlimlring

1% HASIL PENELITIAN

1. Pendahuluan

Kaota Padang sebagal tbukota Propinsi Sumatera Barat mengalami perkembangan
ving pesal dart tahun ke tabun. Pembanpunan tersebut udak saja meliputi pembangunan
fistk- akan tetapl juga menyangku! pembangunan sosial, konomi dan budaya, Sebagai
sebual kota besar. tentunya Eota Padang skan menghadaps banyak permasalabian terkait
dengan pembangunan sosial, ekonomi, budaya dalam masyarakat kota. Menurut catatan
Kanter Bire Pusat Statisnk  tahun 2000, Keta Padang memiliki juinlah penduduk
schanvak 720783 yiwa, Jumlah ini tersebar di 11 kecamatan dan 103 kelurahan Dengan
lap pertumbuhan penduduk sebesar 1,27% per talun.

Bentuk morfologl wilayah kota Padang merupakan perpadvan antars dataran
rendah, dataran tinggn perbukitan dan daerah aliran sungan, Sedanpgkan ketinpman wilavah
Kot Padang dan permukaan lant adalsh 1-3 meter pada bagian terendah dan 30-150 meter
pada bagian teringer. Namun dibagian Timur ketinggian dacrah mencapai 300-700 meter,
timana kawasan i merupakan hutan lindung vang dikenal denpan Taman Hutan Rava
Bung Hatta.

Perluzsan daesah administrasi dari 33 km2 menjadi 69496 km2 vaitu 21 kali lipat
tars pada lvas wilayah selwelumnya, dicapai berdasarkan Peraturan Pemerinlah Wo 17
Tahun 1980, Secara adwmistrarive pemerintaban Kota Padang dibagi ke dalam 11
Becamatar dan 103 kelurahan, Berdasarkan Peraturan Pemerintah Moo 235 whon 2000
sebagai bentuk pelaksanaan UL No.22 mhon 1999 tentang Pemerintall Daerab, maka luas
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kota padang bertambab sejauh 4 mil ke arah laut (720 km2) sehingga luas wilayah
keseluruhan termasuh juga perarairan adalah 141496 km2.

Kota Padang merupakan pusat pertumbuhan wilayah Sumatera Barat dengan fungsi-
fungsi sebapai pusal pemerintahan, pendidikan, pariwisata, mdustri dan perdapgangan.
Perkembangan Kota Padang selama ini berlangsung alamiah terutama ke arah Utara dan
Tumur namun tidak membentuk klaster-klaster penpembangan vang mengarah pada
pengembangan pusat kota-keta baru, akibatnya pusat keta berubah menjadi tumpuean arus
orang dan barang. Jumlah penduduk yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun
tentunva berdampak pada permasalahan pembangunan.  Sesual dengan fungsinya,
Pemerintah Kota Padang berupayva menvelenggarakan pelavanan dan pembangunan
seaptimal mungkin, Unwk imlah dalam meningkatkan pelayanan dan pembangunan
tersebut Pemerintah Kota Padang memvusun Rencana Umum Tata Rvang Kota Padang.
Selain i, juga disusun Rencana Strategis dalam  penvelenpparaan  fungsi-fungsi
pemerintahan tersebut. Hal ini dimaksudkan untk memberi pedoman yang jelas dan
terarah schingea hasil-hasil yang dicapai dapat divkur kemanfaatannya untuk masyarakat.
Pedoman den arah tersebut jups dimaksudkan unfuk evalussi sehingga layanan pada
masyarakat dapal selalu ditingkatkan. Menyangkut kemanfaatan fasilias publik, terasa
agak kurang di Kota Padang dan sangat

Setelah diberlakukannva Undang-Undang Mo 22 Tahun 1999 tentang Pemenintahan
Daerah, tupas-tugas pemerintahan semakin menumpuk dan terkonsentrasi di daerah
kotakabupaten, Penumpukan masalab-masalah tersebut berdampak pula pada prioritas
dalam penvelesaian tugas-tugas tersebut. Untuk itulah, pemerintah Kota Padang berupayva
menyusun skala prioritas pembangunannya sesuai denpan kebutuhan vang ada. Bahasan
berikut i akan melthat kemana sesungeuhnya priontas kebijakan pembangunan yang
diiakukan Pemernntah Keota Padang. Dan bagaimana dampak terhadap perkembangan
masyarakat disekitarnya. Dalam konteks penelitian ini, tentunya pembangunan lebih
ditekankan pada aspek penggunaan wilayah kota untuk kepentingan publik vang berupa

emanfaatan seluruh sumber dava vang ada sepertt untuk perumahan, ndustn dan
tranportasi. Dengan demikian, konteks pembangunan ini akan terkait dengan perubahan
linghkungan masyarakat vang secara inheren juga merubah perilaku masyarakat kata

2. Prioritas Kebijakan Pembangunan Perkotaan Di Kota Padang

Pembangunan dalam arti pemanfaatan ruang publik vang terkait dengan mendirikan
banpunan-langunan  untuk kepentingan  tertentu, sesunggubnya sudah  dmmula seak
Lalamalisme hadie di Kota Padang Tmterakst vang berlangsung dalam proses kolonsalisas
tersebut melahirkan hubungan antera pribum: dengan Bangsa Eropa. Dan lentunya i
memilikt konsekuensi ekonomi, sosial dan budava bagi masvarakat sctempat. Pola
kolonialisme yang bergeser dari ekonomu kapitalisme merkantilis ke ckonomi kapitalis
skspansionis dengan akumulast padat modal (Gilbert dan Gueler, 1996: 15-17)

Perubahan i lambat laun berimbas pula pada perubshan fungsi-fungst perkotaan
dan sistem pemukiman secara alami. Puncak perkembangan kota-kota di dacrah jajahan mi
ditandai dengan semakin dibanjirinya migran pedesaan yvang kehilangan tanah diambal alih
oleh usaha-usaha kapitalis, Menumpuknya kaum migran di perkotaan juga berdampak pada
pembangunan vang berlangsung. Pusat-pusat periumbuban sepertt di daerab industri
dibanjirt kaum migran,



Hingga akhir tahun 19%0-an Kota Padang pun berkembang sebagaimana kota-kota
lain <t Indonesia, tetapi tidak pada sektor industri sebagair ciri perkembangan ekonomi
kapitalis. Hal ini berbeda dengan kaota-kota besar lain di Pulau Sumatera sepert Medan,
Pekanbaru, Palembangz, dan Tanjung Karang yvang melibatkan gelial ekspansi ekonomi
kapitalis. Industrialisasi vang identik dengan pertumbuhan ckonomi menank akivitas
perekonomian masyarakar baik dalam skala kecil hingga ke yang besar, Pemusatan aktifitas
perekonomian inilah vang pada akhirmya menyebabkan munculnya disparitas (batk kota-
desa maupun regional) di antara kota-kotz yang ada di Propinst Sumatera Baral.

Secara struktur, ruang di perkotaan menjadi vanabel penentu bagr terselenggaranya
aktifitas perkonomian masyarakat. Kota memjadi pesat bisms dan  perdagangan.
Penguasaan sumber-sumber ekonomi dan  ketidakmerataan  distribusi  perekonomian
berpengaruh pada serting polink di perkolaan (Keating, 1991:68-83). Dalam perspektif
Marx, kota telah dimiliki oleh kelompok pemilik modal yang didukung oleh para penguasa
kota, T sinilah tlerjadi pertarungan kepentingan antar kelompok vang memiliky vested
miterest lerhadap sumber-sumber produks: di perkotaan.

“fn local govermment. neo-marxist fave ncreasingly recogmized o distime polincs,
porentially more qocessible to non-capitalig inferest amd domiraied by consgnpiion o
distreiburinn issues. Clasy conflicr hias been dispdoced from the shop foor e cify sergers and
neishhonrhoods, with differens characrerisie fram thar ar pational feved"(Keating, thid)

Pertumbuhasn  dan  pembangunan ekonoms di perkotaan  seringkali  menjadi
fcpiimas: uniuk membern dukungan kepada pemerintall kota vang berkuasa. Padahal,
permasalahan vang sesungeunnya yvang dihadapi oleh pemerintah kota adalah tidak sekedar
mengeiar perlwnbuban ekonomi (the pelitics of produciions) akan tetapl juga yang terkan
dengan kebijakan mendistiribusikan (e politics af disteibudion). Bagl Keaiing {1991)
politik distribust s mengarah kepada kemampuan pemerintah kota sebapan penvedia jasa
(vervice provider) memberikan layanan pubhk® kepada masyarakatnya.

Berdasarkan kenyataan tersebut di atas, pemerintah Ko Padang  berupava
melakukan langkah-langkah strategis terkart dempan penataan ruang dan pengembangan
Eaa Padang,  Langkab-langkah strategis tu diwgjudkan dalam bentuk  penvusunan
Rencana Induk Eota (RIK) Padang  |983-2003 yang ditetapkan dalam Perda No
[P T983 dan 3K Mendagr: No 650-1400 tangeal 2 Oktober 1983,

Penyusunan langkalk sirategis yang mencakup kurun waktu 20 tahun, telal membern
hasil khususnyva yang terkain dengan upaya menvelesaikan masalah-masalah yang dihadap
Kata Padang seperti kepadatan lalu lintas, peningkatan populasi penduduk vang terkena
banjir rutin di pusat kota, dan pemuokiman penduduk vang padat di pusat kota, Mengacu
dari masalah vang dihadapr Kota Padang, secara kuantitas dan nyata dapat dilihat capaian
keberhasilannya yang berhubungan dengan tiga masalal di atas vaite kepadatan lalu Lintas,
pengendalian banjir dan pemukiman masyarakal meskipun pada kualitas {mutu) belem ada
perbatkan vang signifikan, Priomtas dan arah kebnjakan penataan stk perkotasn
seaungguhnya dapat dilihat dart aspek herkout .

° Bandingkan dengan konsep  Oshome and Craehler (1992) Heimentng Governoeny How o e
entrepreaeretal e iy Transforming e A Pablic Secior, vang memandang berbeda inplementasi konsep
pelavanan pada masvarakat, Menurut mereka penienntal daeab baos mesberikan kewenagan pelayanan ini
pacda sgeee presider vang lan, nasalnya, masvarnkan atay swasta lain,
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Salal sam kebijakan yang juga tertvang dalam RIK Padang yang juga menambah
prestasi pemerintah kota adalah dibukanya jalan Padang fy-pass. Kebijakan ini secara tidak
langsung membuka “keterisoliran” masyarakat dani dimensi sosial-ekenomi dan sosial
budava, Jalan Padang v pass merupakan alan alternatif yang dapat mempercepat distribusi
barang dan jasa di sekitar dacrah pinggiran kota vang berbatasan dengan daerah tetangga
sepenti Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Padang Pariaman, Beberapa capaian laim
vang juga terkait dengan keberhasilan pemerintah Kota Padang dalam kwrun wak 20
tahum terakhbir adalah memberi ruang untuk berkembangnya indusirt di dagrah Selatan Kota
Padang, Beberapa industri skala kecil dan menengah tumbuh meskipun tidak begitu pesat.
Pertumbuhan sentra industri ini dimaksudkan untuk menverap tenapa kerja i daerah
sekitar di samping peningkatan ¢konomi daerah. Pemenntah tursl mendukung upaya
ekspansi ekonomi kapitalis tersebut berupa fasilitasi melalui kebijakan, penyediaan lahan,
dan kemudahan investasi Seperti kegiatan fasilitasi yang dilakukan pemernintah Kota
Padang dari sisi jumlah industri dan serapan tenapa kerja dalam kurun waktu 18 tabun,
telah memberi kontribusi terhadap peningkatan pendapatan perkapita di daeral ini.

Tabel | Jumnizh Unit Usaha Dan Tenaga Kerja Pada Induser: Keeil Tahun 2001

Calang Indusmi Unit Elsaba Tenaga Kerge |
formal non | jumlah | Formal T Juimlah
_ formal formal
1. Lopam, Mesin, Elektra 1 372 242 G54 1440 Ban 25u7 |
|2 Kima 341 333 | 664 | 1554 | g6l 2316
3. Aneka Indusin 556 321 277 35E9 1510 | 5459
4. Industri Hasil Pertanian dan | 896 593 1489 6308 1595 8504
Fehustanan
Jumlzh | 2165 | 1519 3654 13545 5058 | i8alé

Lumbeer Padang Dalam Ancka 2001

It sektor transpotasi vanp juga dilakukan pengembangan dan perbatkan untok
mendukung pengembangan kota Sekior int merupakan bagian penting dalam menunjanyg
ekspansi ekonomi tadi. Hingea tabun 198% prasarana jalan di Kota Padang mencapai
73% 048 Em. Berdasarkan fungsinva dan keseloruban jalan tersebut 107,07 Ean merupakan
jalan artert primer, 72,50 Km jalan arten sekunder, 163,57 Km jalan kolektor primer, 99 60
Km jalan kolekror sekunder, dan 316,31 jalan lokal. Namun sayangnya darn keseluruhan
panjang jalan 50% dizntaranya rusak dalam tngkatan sedang dan berat, T tentunya sangat
mengkhawatinkan mengingat funpsi transportase mi terlelak pada jgaomman terlaksananyva
mubilitas penduduk, barang, dan jasa dan suate termpal ke Padang atau sebaliknya denpan
cepal, mnan, lancar dengan blava yang memadas

Sebagar konsekuenst logis dari perkembanpan Kota Padang berdampak pula pada
B mmgrast ke Kota Padang dan daerah sekitar, Migras: vang dilakukan kaum migran pada
wmuminya mempunyal tyuan ekonomi vaitu untuk mencan kerja. Mamun ketersediaan
lapangan kenja vang terbatas di Kota Padang Karena daya serap yang rendah dan sektor
industri, membual mereka tdak terserap ke lapangan kerja formal. Akibal vang paling
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nvata yang terlibat adalah mereka akhirnya mencari kerja diluar sektor formal (informal )
urtuk memenuhi kebuiuhan sehari-hari. Rendahnya daya serap sektor industrl dan tinginya
miprasi ke Kota Padang menyebabkan masalah sosial sendiri. Kesulitan ekonomi vang
dihadapinya mengharuskan mereka bertahan di sekitar dacrah  pusat mdustre dengan
membentuk dasrah kantong {enclave) Ini dapat dilihat di beberapa daerab seperti wilayah
Timur Kota Padang yaitu Kec, Lubuk Kilangan. Sementara di daerah Llasa yang
merupakan daerah pinggiran (periphery) konsentrasi mereka ada di Kee. Koto Tangah. Dan
dacrah perdagangan dan bisnis konsentrasi mercka cenderung ada di Kee, Padang Barat.
Rata-rata mereka hidup dalam kondisi miskin. Meskipun sebenamya ada juga masyarakat
yang bukan migran mengalami kemiskinan dan menetap di dacrab tersebut di atas.
Konsentras: tempat tinggal pada tiap karakteristik daerah tersebut membawa masalah
tersendine dalam upava melaksanakan pembangunan khususnya vang berkatan dengan
pengembanpan Kota.

Mengacu pada Pola dasar Pembangunan Daerah Kota Padang taben 2001-20035
vang merupakan perivasan pencrapan Rencana Induk Kota Tahun 1983-2003 menetapkan
beberapa Kecamatan schagai zona pembangunan atau penpembangan kota, Selanjuinya
dapat dilihat pada tabel berikut im,

Tabel 2. Wilayah Pengembangan dan Fungs Wilayah [ Kota Padang

Mo Wilavah Yang Dikembanpgkan Fungsi Wilavah Sarana Penunjang Yang
IMbutuhkan

[ Foec. Padang Barat, Padang Selatan. | Aktifitas Pemerintahan Transparias,  pemukinan
Padane Timwer, Padang Utara dan pendidik, SREANG
Nanggalo = _ _ pendidikan [

2 Pt Koo Tasgah/Dagrah | Pusal Indusin Transportasi,  Pemokiiman, '
Perlatasan | Pendidikan, pemasaran

3 | Kec. Lubuk Begalung Muzil Induzin Kerajinan Trunsportasi, Pemulaoma |

4 Keo, Padeno Belatan, Koto Tanoah, | Huan Lindung/Taman | Tranapartasi, Pemasaran
Pauh Wisala N

5 Kee. keto Tangah, Kuramp, dan | Pemukiman/Peramahan Transpartasi, PmidﬂjiﬂL I
Pauh I, Pemasaran

B Fec. Padang Barat dan  Padang | Perdagangan Transporias
Selatan

7 Foec. Pauh Pendidikan Transportesi, pemukiman

: koo, Rote Tangeh, Pauh, Kurenp | Pertaran Trunsportus;,  Pemukiman,
dan Lubuk Kilangan Pemasaran

o koo, Bunous Teluk Kabung, Pedang | Perikanan Trunsportzsi, Pemasaran

| Selarzn - =

T Sumber Dholah Do Benstrs Kot Favedaimyr 200

blbekior Pernmalian

Yane menarik dari pengembangan wilaval e adalah pada aspek pemukiman dan
perumaban. Gejala umum vang sering terjadl beberapa tabun teraklur adalah tombulinys
perumalbian secara spontan (sposrancors sefffement) terutama terjadl di pingran kola dan
dan dacrah imdustri, sepert ¢ Kec, Kot Tanpah, Lubuk Kilangan, Kuranpg dan Pach
Pertumbuhan pemukiman  yang  spomtan dipiee aleh muncolnva pusat pemukiman



tradisional masyarakat penduduk ash Kotz Padang beberapa wakm vang lalu, Semakin
banyaknya masyarakat yang bermukim di kawasan tersebut menvebabkan pemerintah kota
berupaya “menyesuaikan” kebijakan pembangunan pemukimanyakni yang ferkait dengan
tiga dacrah tersebur di atas. GGuna mengantisipasi semakin maraknya mouncul perumahan
spontan  fersebut maka ocemerintall kota memberikan  alternatil wilavah lain untuk
dikembangkan Pemerintah Kota Padang yamu di Kec. Lubuk Begalung dan Lubuk
Kilangan. Dasar perimbangannya terletak pada adanya laban koesong denpgan harga vang
sangat murah.

Kebijakan pemerintah Kota Padang vang terkan dengan penvediaan perumahan
bapi masyarakat patut dipandang sebapgat sebuah langkah strategis, Sebagumana dijelaskan
di atas kebijakan i dipandang perlu mengingat semakn maraknya munculnya perumahan-
perumahan spontan lain terutama di daeral kantong kemiskinan yaitu di Kelurahan Clo,
Eelurahan Pasie MNan Tigo dan kelurahan Indareng yang mewakili karakteristik daerah
perdagangan, pinggiran dan indusem.

Perumahan spontan scbagaimana vang didefenisikan Drakakss Smath (1981} dalam
Giilbert Dian Gugler (1996:116) adalah terletak pada ketidaklegalan penempatan tanah,
tumah atau keduanya meskipun pada waktu pembelian mengikuti prosedur yang wajar,
letapi tanah lersebut sulit mendapatkan izin dari penguasa kota karena fasilitas vang tidak
memadar, tata letak fisiknya, cin pemilikannya, atau lokasinya di luar wilayal kota

Pembangunan pemukiman dan perumahan terkait dengan ketersedman lahan untuk
membangun. Penggunaan lshan entuk pemukiman dan perumahan i akan terkant dengan
perkembangan akiivitas induostry, perdagangan, sarana dan prasarana peckotaan dan kegatan
sacial lammya, Kota padang dengan luas 69496 Ha menurut digitass hanya 28 33% atau
2105584 Ha yanp lavak diperuntukan sebagal kawasan terbangun. Sementara itu luas
kawasan terbangun bam mencapa 4,964, Ha atan 7,57% dari luas wilyai keselurihan,

Ltuk nulah maka Pemenmtzh Kota Padang menyusun kebijakan pengaturan uniuk
pemtkiman  tersebul. Pengaturan  vang  dilakukan pemerintab kota tethadap  lahan
pemukiman dan perumaban o bukan tdak memiliki tyuan dan sasaran. Sebapaimana
vang tertuang dalam Rencana Umum Tata Ruang Kota Padang 19832003 bahwa tujuan
dan sasaran kebijakan perumahan i adalah  pertama, terpenvhinva kebutuhan comah
untuk setiap keluarpa yang sesuar denpan tingkat kemampuan dan aspicasi Gap-tiap
golongan masyarakal, Kedua, terbentuknva lingkungan perumahan vang sehat dan lavak
beett dengan aksestbilitas yang tingl ke tempat kerga dan fasalitas pelayanan kota. Guna
mewujudkan tupuan tersebut perly didukung oleh suatu kebijakan yang bersilat konstruktif,
Model kebijakan perumaban yang dibuat Pemerintah Kota Padang berdasarkan hal-hal
berikut:



Tebel 3 Model Kebyakan Perumahan bagi masyarakat Di Eota Padang

Model Kebijakan Dasar Pertimbanizan '
Pembangunan Perumalan Bertzhap 1. Perkembangan Penduduk :-f-EUH
berubal
2. Ketersediaan Dana mhak
. pengembeny {develaner) |
Pemhaneunan Perumahan vanp bersifat masal . Pendapatan masyaraket vang tudak |
merata
?  Banyaknva jumlabh  penduduk |
yeng  memilki penghesilan |
menengah bawih
Penataan Pemukiman dengan maksied Peremajasn | Lingkungan  perumahan  yang  semakin
Kata = pradat =
Pengendalian lahen untuk perumahan | Semakin  banvaknya masvarskal yang
- meambumbkan rumah
Integrasy  Perumahen  dengan  sektor  indusi, | Tersedianya laban yang saling mendukung |
ranporast, den perdagangan terintgprasinya nga sektor tersebul |
Keamanan, keindzhan, ketertiban dan wawasan | Tetap  menjaga kesimbangan  delam
! Imgkungan hidup di perumahan pengembangan kota terutama dalam sektor |
perumahan

“Sumber, Datz Olahan, 2005

Fokus pada masalah perumahan sangatlah pentmg untuk melihat bagaimana struktur
perkotaan  mempengaruluy  aspek perilaku warga. Perumaban merupakan salah  salu
komponen bosic reed vang harus dipenubi aleh setiap individo dalam menjalam kehidupan
in:. Tentunya perumabian yang dimaksud disimi mengacu pada ketersediaan tempat tinggal
vang lavak huni, Ketiadaan perumahan bag masyvarakat mengundang munculnya masalah-
masalah sosial dan palitik di perkotaan, Masalah perumahan identik juga dengan masalah
kepemilikan tanah vang akhir-akhir i menjadi salah satu penvebab munculnya kerusuhan
sosial di kota besar. Adakalanya, kelampok marginal perkotaan sepertt golongan miskin
termotivasi  untuk  mendinkan  perumahan  spontan hanva  karena  tidak  (belum)
termanfaatkannya lahan kosong vang ada di kota. Lambat laun perumahan ns berkembang
seiring dengan berjalanya waktu dan hingpa puncaknya terjadi penggusuran vang dilzkukan
pemerintah kota vang tak jarang menmmbudkan konfbik fisk,

Sesunpeuhnyva pengembangan perkoaan vane berbasiskan industriahisas: semakin
meperburuk keadaan masyarakat margmal perkotaan. Kapitalisme yang mewadahi ekspans:
industri im semakin jauh hingga ke lingkungan proibadi masyarakat varfu menvangkat
perumahan, Tak jarang perumahan spontan vang notabenenya lebih dulu hadir ketimbany
perusahaan-perusabaan besar harus digesur demu kepentingan pengembangan perkatzan.
Ada korelasi posiaf menvangkut hubunpan keduanva yaitu semakin berkembang sebual
kot dengan industrialisasinya, semakin berkembang pula masalah-masalah perumahan di
kota tersebut, Sebagai pambaran pemukiman komuh di Eola Padang mencakup Kawasan
seluas 157,00 Ha wang sebagian besar berlokasi di wilayah Kecamatan Padang Barat,
Padang Timur, Padang Utara dan Padang Selatan,



3. Kebijakan Pemerintah Kota Dan Perubahan Struktur Kota

Kota Padang yvang terus berkembang pesat tetap mempertahankan beberap fungsi
strategisnya seperti pusat kota, pusat lingkungan dan pesat pelayanan. Fungsi pusat kota
adalah sebapa pusar perdagangan dan jasa (ceniral bussines destrie) dan sekaligus sebhagai
pusal pemerintahan vaine di walayah Kec. Padang Barat, Padang Utara, dan Padang Timur
dan Nanggalo. Sebagaimana tertuang dalam Hencana Strategis Dinas Tata Ruang Dan Tata
Bangunan Kota Padang 2001-2005 ditegaskan bahwa formatl Rmpsi pusat kota tersebut
memperinnbangkan 1) tata letak kota vang berada pada pusal janingan sirkulasi kota, 2)
lelah  berkembang sedemikian rupa dalam menampung kegiatan perdagangan  dan
perkantoran, 3 memiliks intensitas penduduk dan bangusan vang tingim

Ciuna mendukung fungse pusat kota pemerintabh Kota Padang juga menetapkan 3 sub
pusat kota, masing-masing di daerah Lubuk Buava, Bandar Buat, dan Bungus dengan
fungsi =ebagal berikut:

Tabel 4 Wilayah Pengembangan Pusat Kota Padang

Daerah . Funps: Wilayeh Untuk Dikembangan
Lubuk Buava Pusat perdagangan, pemasaran  hosil-hasil
perdagangzan dan industr
Dundar Buat — : | Pusat perdagangan lokal dan tegional
| Bungus ) o Pusat Industr: Felautan
Zumber Bengiea Dimas Tata Raane, 2007

mebioakan vang dikeluarkan Pemerintah Kotz Padang turut merubah strukior kera
vang pada akhimya merubah perilaku masvarakat, Hubungan ini sangat jelas sebal perilaku
dan respons sosial dan politik masvarzkat terpengaruh nleh lingkungan dimana mereka
berada, Bag pemerintah pengembangan wilaval perkolaan merupakan suatu keniscayaan
witlaupun tanpa direncanakan sccara matang. Ada kondisi dimana arah pengembarngan
kebipakan perkotaan hanva  penyesuaian terhadap  pertumbuhan dan  perkembangan
masyarakat secara alami. Artinya, kebtjakan pemenintah Kota Padang hanyva mengikuti pola
alamizh vang terjadi tanpa sengaja. Seyogvanya perencanaan memang berdasarkan pada
prefiminary research vang dilanjutkan dengan kajan mendalam yang melibatkan banyak
stakeholders termasuk perguruan tinggl dengan berbagai disiplin flmu termasuk sosiologi

Struktur ruang kota yang menjadi wilayah konflik muncul dari pengembangan isu
the politieal of production yang dilakukan oleh pemenntal koela dengan pihak pemilik
madal, tetapi tdak diikuti oleh the poditie of distribution bagt kelompok urban marginal
{Keating, 1991} Yang cenderung terjadi adalal politik kooptast dari pemenintal kota dalam
mengatur dan mengontrel kelompok wrban margmal dan segi perumahan, pekecjaan dan
sebagainya. Tak jarang mereka duatuhi sanksi akibal pelanggaran vang semata-mata hanva
untuk memenuhi keburuhan hidup di kota.

Kecenderungan perencanzan pengembangan vang dilakukan pemerintah kota hanva
respons sesast untuk mengakomodn masuknez laju investasi akabat globalisast dan
kaputalisast <h daerab o, Danoan jelas merugikan masyarakat, Ketidaksiapan masyarakar
unfuk mengakses pernbahan sistem ckonomi internasional yang melanda Kota padang
berdampak pada marginabizsasi peran mercka di daeeah perkotaan, Ideologi pasar vang



¥

diusung komunitas intermasional tidak semuanys mampu ditkuti oleh masvarakat Kota
Padang vang sudah berada dalam sistems dan komunitas dunia, Begimu hebatmya pengarub
nilai-nilai pasar bebas (baca: kapitalisme) merubah sikap dan perilaku masyarakat Kota
Padang wang dikenal demgan adat-istiadamya. Perubahan struktur perkotaan akibat
kelijakan pemerintah vang merespons kepentingan ekonami kapitalis berakibat pula pada
bentuk dan arah kebijakan vang sedikil saja memperhatikan kepentingan masvarakat kota.

Berikut komentar seorang informan yang mengemukakan masalah pembangunan
struktur perkotaan khususaya vang berkaitan dengan kebijakan transportast.

“Pengembangan kota Padang sepernnva Hdak sesval dengan rencoma. Meskipun
sudah dikeluarkan kebijakan yang berkaican dengan perindahan terminal dapi
tdak jalan Molah masparakar yang tambah susak. Yang terjady  adalal
kesemrawutan laln lintas. Lifar dimana-mana moncnd ferminal bavangan.
Conrohinye, Simpang Duky, Nimpang By Pass jolan ke Solok Buy aniar kota
malaf memekal bodan falan ppiek mengthan penumpang Aknfiias yelayakbaa
sebuial terminal berlongeung dijalan tersebus, Sndah hampir sefahnn fapi tidak
ada tindakan tegoy dari pemernial kots Jika dibiarkan terns inikan bisa
menimbilkan Keravakon sosial”

Dari kementar informan tadi sesunguhnya termuat beberapa hal vane [rtu
diperhatikan. (1) pejala i mengindikasikan adanya banvak kepentingan atas laburmva
kebtjakan terscbut. (2) semakin tidak berwibawanva pemerintah kota, (1) semakin tdak
bekerjanva funpsi-fungsi pemerintahan vang lama laun berdampak pada merosostnya
kepercayaan masvarakat terhadap pemerintah kota.

Yang menarik dan bentuk dan arah kebijakan vang dibuat pemerintah Kot memuai
kepentingan  bagaimana penggunaan tanah  sebagai  sumber daya strategis  dapat
dimanfaatkan scefektif mungkin. [ banvak daerab, kekuasaan vang dimiliki pemerintah
lokal turul menentukan alokasi pengpunaan tanal wniuk kepentingan kelompok tertent.
Sehingga vang cenderung bermain dalam pembuatan kebijakan tersebut adalah kekussaan,
Bagi pengussha yang jelas tidak memiliki kekuvasaan dalam menentukan =uatu kebijakan
akan mengompensasikan kekuasaam rersebut dengan vang vang dimilikinya untuk tur
serta dalam menentukan kebijakan sesuai dengan kepentingannya. Di kebanyakan kota-kota
di duma berkembang vang larwl dengan pembangunan ada kecenderunpan yang dapat
diamatt bahwa komunitas elite memiliki kepentingan terhadap penggumaan tanah dan
memaksimalkan keuntungan dengan pengunaan tanal tersebut {Christensen, 1995:308)

Kaota Padang pun terimbas oleh kecenderungan di atas. Ini dapat dilibat pada
pertama, Upava komunitas elite baik i tingkat propinsi ataupun pemerintah kota
berlomba-lomba menarul kepentingan dalam rencana perluasan dan pengembangan kota
dengan harapan mendapat keuntungan dari nidar jual tanal di daerah Pengembangan
tersebur. Prakiek meposistic il memberi keuntunpan pada elite dengan cara mempelajari
bentuk dan arah kebiakan perluasan dan pengembangan kots Upaya mempelajan dan
mendapatkan informasi perluasan dan pengembangan ini terkaii dengan prakiek panti rugi
atau jual beli tanah vang murah sehingea memberi Keunlungan pada mercka yang
memmbikinya (elite) yang pada akhimya menjualnya dengan harga mahal. Ini jelas prakeek
manpulatif. Kedva, perlombasm perburuan tanah tidak saja terjadi pada aras kepemilikan
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pribadi tapi juga publik (kemunal) seperti tanah wlayat, nagari, lanah kaum atau tanab
pusako tinggl yang notabenenya tidak memiliki batas-batas vang jelas sehingga terjadi
mumpang tindih kepemilikan tanab. Sering kali wi menjadi konflik vang sering berakhir
dengan kekerasan. Masalah pertanahan disamping kepemilikan adalah cepatnya terjach
konversi fungsi tanah dari lahan pertanian menjadi lahan industri atau perumahan. Raia-rata
setiap tahunnya terjadi pengalihan tanah di Kota Padang sebesar 20 Ha. Kelemahan vang
paling krusial yang dibadapi pemerintah kota ws dalam membuat kebijakan pengembangan
kota adalah tidak jelasnya penentuan daerah annexaiion dan oning.

Perubahan struktur perkotaan di Kota Padang dapat dilibal secara jelas terutama
pusat-pusat pertumbuhan di daerah utara wilayah . Tabel berkul i dapat menjelaskan
kecenderunpan i,

Tabel 5 Perubahan Strukiur Perkotaan Dan Implhikasinva

M Perghanan Struktur | Wilavah/Daerah | Fungsi Perubaban | Imphkas
Perkotaan _ Perubahan
1 Pengembangan sekior | Aic Pacah | Pengemhangan Konflik tanak
| Transporas: dan wilayah  keta  dan | antara
i Perdagangan Pembangunan | alternataf wntuk | pengembiang,
I sarang rermine! dan kawasan konsentras pemerinteh dan |
perdagangon skala regional | perdagangan masyarakat
.3 Pengembanigan sektor | Bunous  Teluk Pﬂiili_lﬂfﬂhi:'lﬂg;ﬂ.l'l Luntwmys  milai-
[ Pertkanan, Parewizste, dan | kabung wilagvalh  kotz  den | mila ulrar
| Pertaman pengembangan rriasyarakat
| pelibubkan di | zetempat
! o | | krwasan Harut _
[ 2 Pengembangan sektar | Limau  Manis, | Pengembangan konthx  berkaan
! PFendidikan dan Industn [ Indarung  Dan | wilayah kots  dan | dengan  mia  jual |
i Barsdlar Buar peoembangan tanah dan
| Fawasan ndusmm kepermlikan taneh
| |
[ 4 Fengembanpan  penmahan  Lubuk Buaya Pengembangan ]Iﬁﬁnﬂ'tk herkaitan |
dan pemukiman alternztit pemukiman | dengan milai juzl
tanah dum

| masyariakil
[ kepemilikan  1anah
magyarakar denzan
[ [ penpembang
[ | [ {developer)

L I -
Sumhber D CHalwan, 2003

Untuk mengimbang pengembangan wilavah perkotaan di alas pemerintah dazrah
Kota Padang juga mcmberi peluang untuk pengembang guna memanfaatkan wilavah
bertkut ini, 1) bagian Uara pusat kota vaitu di daerah Kecamatan Keto Tangah dan
Kecamatan Naggalo khsusnva kawasan di sebelah Barat jalan Padang Ay Pass. 2) kawasan
di sepanjang jalan Padang #y Pass di Kecamatan Bueangi 3) kawasan i sepangang jalan
Padang Ay Pass di Kecamalan Pauh



Dorongan  dan  motivasi pemerintah kota pada pihak  pengembang  untuk
memanfaatkan wilavah ini jelas membawa dampak bagi masyarakat, 1) konflik yang
berkaitan dengan tanal akan semakin tinggi terutama vang berkaitan dengan tanah vang
dumlki oleh kaum vang terkena dampak pembangunan. Gejala ini dapat ditemukan di
taerah Kuranji dan sekitarnyva. Jika dikaitkan denpan pendekatan neo-marxist, @anal Yang
merupakan modal dalam proses industri memiliki nilai surplus sehingza menjadi pemicu
terjadimya tindak kekerasan di dalam masyarakat. 2) semakin bermunculannya spatial di
perkotaan vang terkail dengan berdirinya bangunan di daeral strategis schingea dasral
kurang strategis menjadi tertinggal dan kosong, Ketimpangan ini menvebabkan terpadinya
konsentrast perumahan masyarakat yang berhimpit dengan konsentrasi wilaval mdusiri
schingea daerah im menjadi rentan dari tindak kriminalitas. 3) posisi elite di pemariniahan
vang kuat mendorong terjadinva penguasaan atas lahantanah masyarakat secara sepihak
dengan  mengatasnamakan  nepara  dan  untuk kepemtingan  masyarakat banyak.
4} terintegrasinva masyarzkat ke dalam sistem kapitalis di sekitar daerah wang menjadi
seblra perluaan khosusnya di daerah industri, semakin melemalkan nilai-nilai kekeluargaan
dan kegotong-royangan di antara mercka. 5) alik fungsi tanah dari lshan pertanian menjadi
lahan indusiri dan perumahan mengancam stabilitas ekosistem dan lingkungan hidup di
daerah pengembangan. Kecenderungan ini diperparah dengan tidak lengkapnya data dari
mstansi terkait berkenan dengan kondisi lahan, peta pemilikan lahan, konversi lahan, seria
data pengeunaan lalian vang detail dan terukur.

X. KESIMPULAN

Perubahan dan perkembanpan kota vang cepal harus diantisipasi dengan cepat pulz,
Dengan demikian pemerintah keta harus mampaw memprediksi dan mengenadalikan arah
perubahan dan perkembanagn kota ini dengan menetapkan kebijakan preventif. Selain i
perencanaan dalam menata perkembangan kota menjads sanpat penting. Aspek perencanazn
pengembangan kota ini merspakan dasar dan arab lahimya kebyakan vang dibuat oleh
pemerntab kola, tanpa i fentunya sangat sulic mengendalikan dampak vang diakibatkan
oleh perkembangan kota.

D antara sekian banyak langkah vang menjadi pijakan dalam MENVELN
perencanaan perkembangan kota ini adalah dengan melibatkan semua siotehaldor unik
imenyvusun rencana jauh ke depan Misalnyva, perlu ada pengkajian secars mendalam aleh
pibak pergurean tinger tentang prospek swate pembangunan yang dilibat dari banvak
dumenst. Melihat kecenderungan kebijakan yang dikeluarkan Pemenntah Kota Padang vang
terkait dengan perkembangan kota selama ini, sesunppuhnya yvang terjadi adalah model
kebuakan vang parsial-sekioral tidak terintegras: dalam perencanan vang hewrisuk, Sebaga
contoh adalah pengembangan dacrah di sekuar Padang Ay pass badk untuk ndustri,
pemukiman dan transporatsi yang terkesan tidak tumtas dan menvisakan masalah baik
antara pemenmiah ket dengan masyarakar ataupun masyarakat dengan pihak pengemhbing.

Eetidakterlibatan  masyarakat  dalam  perencanzan  pengembansan perkotaan
adakalanya merugikan  masvarakat terutama  ferkait dengan  panti rugi tanah dan
kepemilikan laban baik itw vang bersifal personal ataupun kamunal, Sermpnva elie
pemeniniahan bertindak maniputaul dan koersif dengan memanfaat keuntimgan informas
vang mereka miliki untuk mengusai tanah masvaraka.
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Diari isi kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Padang lebih bersifal
regufative ketimbang substantif khususnya vang berkan dengan pengembanpgan seklor
perumahan dan industri, Kebijakan vang dikeluarkan sama sekali tidak menyventuh mila
intrumen dari aspek perubahan struktur perkotaan kecuali nilar instrinsik pengemban gan
kota ity sendiri. Ini dapat dilihat dari gejala vang terjadi seperti kasus terminal aie pacah
dan kasus kepemilikan lahan pertambangan bagi indusmi semen di Indarung. Jika i terus
dibiarkan tanpa ada pengaturan lebih Janjut dar pemerintah kota, maka yang skan terjadi
adalah kemunduran dalam pembangunan di daerah ini.

NI UCAPAN TERIMA KASTH

Penelitian ini bisa terlaksana berkat bantuan dana SPP/DPP Universitas Andalas
tahun 2003, Untuk iy, sepatutnya pula Tim Peneliti mengucapkan terima kasth pada
Universitas Andalas melalui Lembaga Penelitian vang telah memuengkinakan penehtian int
berlangsunp. Ucapan terima kasih juga divcapkan pada pihak-pikak yang udak dapat
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